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PALU, MERCUSUAR — Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI menemukan pengelolaan dan
pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Banggai Kepulauan (Bangkep) sejak tahun anggaran
(TA) 2007 hingga 210 triwulan ke tiga, banyak
masalah. Bahkan telah terjadi pemotongan yang
dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan, Pemuda
dan olah Raga (Disdikpora) Bangkep.

Kepala BPK RI Perwakilan Pro-
vinsi Sulteng, Dadang Gunawan
dalam sambutannya pada penyera-
han hasil pemeriksaan DAK pendi-
dikan Bangkep, Senin (11/7), me-
ngatakan, kebijakan DAK bidang
pendidikan di Bangkep belum se-
penuhnya mendukung pencapaian
tujuan yang ditetapkan.

Pemerintah kata dia, tidak me-
miliki database pendidikan yang

valid sehingga sebagian DAK tidak
tepat sasaran. Demikian pula TA
2010, terjadi perubahan kebijakan
atas pelaksanaan DAK yang sebe-
lumnya menggunakan metode
swakelob, menjadi pemborongan
pekerjaan yang berpedoman pada
ketentnan pengadaan barang dan
jasa. Perubahan metode tersebut
jels Dadang, tidak segera diikuti
dengan penetapan juknis sehingga

program DAK bidang pendidikan
tahun 2010 terhmbat dilkksanakan.
- Menurutnya, pelaksanaan DAK
bidang pendidikan belum sepe-
nuhnya digunakan dan dipertang-
gungiawabkan sesuai ketentuan.
Hal tersebut kata dia, diketahui
bahwa masih terdapat pekerjaan
rehabilitasi yang tidak sesuai de-
nganvolume yang dipersyaratkan,
adanya pungutan atau bonus dari
pengadaan sararia peningkatan
mutu serta pertanggungjawaban
penggunaan dana di sekolah tidak
sesuai juknis.

Olehnya itu Dadang berharap
hasil pemeriksaan BKP Rl atas pe-
ngelokan dan pertanggungjawa-
ban DAK pendidikan di Kabupaten
Bangkep, bisa ditindakhnjuti oleh
DPRD dan Pemkab setempat. Apa-
bila terdapat temuan yang berin-
dikasi tindak pidana korupsi, Da-
dang berharap bisa ditindaklanjuti
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oleh aparat penegak hukum.

Sementara itu, Sekretaris Kabu-
paten (Sekkab) Bangkep, Sudir-
man Salotan, berjanji akan segera
menindaklanjuti hasil pemerik-

saan BPK RI Perwakilain Provinsi
Sulteng atas pengelokan dan per-
tanggungjawaban DAK pendidikan
tahun anggaran 2007 sampai
2010




                     






